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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1  Landasar Teori 
2.1.1  Pengertian Pajak

          Pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembelanjaan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa timbale balik secara langsung. Peranan pajak yang sangat besar tentunya didorong dengan kesadaran diri sendiri, agar pajak menjadi tulang punggung dalam membiayai pembangunan didalam negeri. Untuk itu harus ada persamaan pandangan dalam mengartikan pajak. Ada definisi pajak menurut beberapa para ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Rochmat Soemitro (2002,1)
”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran  umum”.
2. Menurut P.J.A Andriani (2002,2)
”Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunju yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan  pemerintahan”.
3. Menurut Ray M. Sommerfeld (2005,5)
 ”Pajak adalah suatu penghasilan sumber dari sektor swasta ke kantor pemerintah, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu agar pemerintah dapat melaksanakan tugas untuk menjalankan pemerintahan.  ”.

4. Menurut MJH Smeets (2002,3)
    “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual : maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  

          Berdasarkan pengertian para ahli diatas, bahwa pajak mempunyai beberapa unsur-unsur yaitu :

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.

2) Pajak dapat dipaksakan.

3) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

4) Pembayaran pajak tidak akan mendapatkan jasa timbal balik.

5) Iuran dari rakyat kepada negara.
2.1.2  Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah,tanpa kita sadari telah memberikan keuntungan berupa fasilitas-fasilitas bagi masyarakat dan wajib pajak dalam hal mengurangi gaya hidup konsumtif.


Secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi ini artinya bahwa pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti APBN.

2. Fungsi Mengatur (Requlered)

Pajak berfungsi mengatur, yang artinya bahwapajak mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Contohnya seperti pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras untuk mengurangi konsumsi dan peredaran minuman keras, atau pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah guna menghindari gaya hidup yang konsumtif.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi daloamn pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang)

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian )   

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansiil (Pemungutan pajak harus efisian)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih erndah dari hasi pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.
2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo ( 2001 : 6 ) pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

1. Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.
b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keaadan wajib pajak. 

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaran Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Menurut Golongan

a) Pajak Langsung 
Pajak langung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan
b) Pajak Tidak Langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

1. Official assessment system adalah sistem pemungutan dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau petugas pajak.
2. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

3. Witholding system adalah sistem pemungutan pajak terutang dihitung dan dipotong pihak ke tiga.
Self Assessment System terdiri dari dua kata bahasa inggris yakni self yang berarti sendiri dan to asses yang berarti menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian self assessment system adalah menghitung, atau menilai sendiri. Jadi, wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

· Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

· Menghitung atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

· Menyetor pajak tersebut ke bak persepsi atau Kantor Pos.

· Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

· Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.
Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan self assessment system akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri self assessment system adalah Kepastian Hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Menurut Ramsky K. Judisseno (2004:45) mengatakan bahwa self assessment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. 
Adapun ciri-ciri self assessment system, antara lain :

· Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

· Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
· Pemerintah dalam hal ini intansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban wajib pajak dalam Self Assessment System adalah :

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-regrister (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Wajib Pajak (NPWP). Fungsi NPWP yaitu :
· Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

· Sebagai identitas wajib pajak.

· Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.

· Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

Manfaat langsung bagi wajib pajak memperoleh NPWP adalah pembayaran pajak dimuka (angsuran atau kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak keluar negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan.

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajanya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahunb berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa :

· Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,

· Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,

· Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

A. Membayar Pajak

a. Membayar sendiri pajak yang terutang : angsuran PPh Pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 pada akhir tahun.

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain disini berupa :
· Pemberi penghasilan

· Pemberi kerja

· Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya : PBB, BPHTB, bea materai.
B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

C. Pemotongan dan Pemungutan
Jenis pemotongan atau pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajb pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pewmungutan pajak yang telah dilakukan. 
2.1.6  Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.1.6.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 

Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir telah diubah dengan Undang-ungang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK. 04/1998 tentang faktor penyesuaian besarnya PTKP, Keputusan Mentri Keuangan No. 426/KMK. 04/1998 tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tertentu. Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK. 04/1998 tentang bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawau tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 521/KMK. 04/1998 tentang besarnya biaya jabatan atau pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun.

3. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentanmg petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 486/KMK.03/2003.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan, Jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 486/KMK.03/2003 diatas, dapat penulis jelaskan bahwa cara lama dengan dasarUMP/UMK lebih melihat pada purchasing power setiap daerah yang tidak sama. Pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan dasar yang digunakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 baik Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut :

1. Peraturan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pekerja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tanggal 21 September 2003 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2003.

2. Pokok pengaturan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2003 pada butir 1 melipiti :

a) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp. 2.000.000.,00 per bulan.

b) Terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,00 per bulan ditanggung Pemerintah. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.

c) Pekerja yang berstatus pegawai tetap, besarnya Pajak Penghasilan dari pekerjaan, yaitu sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 3 dikalikan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. Sedangkan terhadap pekerja yang berstatus pegawai tidak tetap, Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan Pasal 21 ayat 4 dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000.

d) Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dikurangi Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan samapi dengan Rp. 1.000.000,00.

e) Pajak Penghasilan yang terutang oleh pekerja yang ditanggung oleh Pemerintah dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pemberi kerja, wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pemberi kerja.

3. Sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tersebut tanggal 30 Oktober 2003, Wajib Pajak dapat membetulkan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau melakukan penyesuaian perhitungan. Penyesuaian perhitungan tersebut dilakukan pada saat mengisi SPT Tahunan pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan penghitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setelah tahun takwin berakhir.

2.1.6.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

        
    Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2.1.6.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21
Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut juga Penerima Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :
1. Pejabat Negara, adalah :

a) Presiden dan Waki Presiden,

b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II,

c) Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung,

e) Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,

f) Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda,

g) Jaksa Agung,

h) Gubernur dan wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi,

i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten,

j) Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD.

4. Pegawai Tetap adalah orang yang berkerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

5. Tenaga Kerja adalah orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

6. Penerima Pensiun adalah orang yang bekerja atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk bekerja yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
7. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

8. Penerima Uaph adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

2.1.6.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penjabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau penjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan bertempat di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Penjabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661/KMK.01/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juli 1998, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.6.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

                 Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Objek pajak penghasilan pasal 21 sama dengan objek pajak penghasilan secara umum. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 melipiti :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium yang anggota dewan komisaris atau angggota dewan pengawas), premi bulanan uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang diberikan pemberi kerja dan penghasilan teratur dengan nama apapun;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap;

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya;

5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, arsitek, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya;

c) Olahragawan;

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyulih dan moderator;

e) Pengarang, peneliti, dan penterjemah;

f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, komputer, dan sistem aplikasi, telkomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi dan sosial;

g) Agen iklan;

h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dari pemberi kerja jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnyadalam segala kegiatan;

i) Pembawa pesan yang menemukan pelanggan;

j) Peserta perlombaan;

k) Petugas dinas luar asuransi;

l) Petugas penjaja barang dagangan;

m) Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan;

n) Distributor perusahaan multilever marketing dan direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
2.1.6.6 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

                 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak yaitu :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, badan usaha tetap yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, intansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, badanbadan lainnya yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;

4. Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas;

5. Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri;

6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

7. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, penelitian dan pemagangan;

8. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

2.2.6.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
                 Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan diubah ke dua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan diubah ke tiga kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

     Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan;

3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;

4. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct salling dan kegiatan sejenis lainnya.
a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam  negeri sebagai berikut :
Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut 

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 (a)
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

	Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	Sampai dengan Rp. 50.000.000,00

	5%

	Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00
	15%

	Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00
	25%

	Diatas Rp. 500.000.000,00 
	30%


Penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan :
· Biaya 

· Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT dan THT Asabri

· Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagi pedawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, sedangkan bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap utuk tahun 2009 mengalami perubahan dengan berlakunya Single Rate (Tarif Tunggal) sebesar 28% untuk setiap penghasilan kena pajak.
c. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas penghasilan bruto berupa : honararium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jasa produksi, tetiam, bonus yang diterima, atau diperoleh mantan pekerja. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan, oleh peserta program pensiun.
d. Tarif sebesar 15%, ditetapkan atas perkiraan penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbaln lain dengan nama dan dalam bentuk apaun.

e. Tarif sebesar 10% ditetapkan atas uaph harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00 dalam satu bulan takwim atau tidak dibayarkan secara bulanan.

f. Selain itu ada pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yang artinya pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terutang diakhiri tahun pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut :

     Atas uang pesangon, uang tebusan yang dibaya oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, dipotong pajak pernghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

· Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 25.000.000,00 atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.

· Atas jumlah diatas Rp. 25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 
Tanggal 23 Desember 2000

	Penghasilan Bruto
	Tarif PPh

	Diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
	5%

	Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00
	10%

	Diatas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00
	15%

	Diatas Rp. 200.000.000,00 
	25%


2.1.6.8 Pengurangan Yang Diperbolehkan


Pengurangan yang diperbolehkan dari penghasilan bruto menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep-545/PJ/2000 sebagai berikut :
a. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharan penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan.

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tabel 2.3
Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tahun 2007 - 2009

	NO
	Keterangan
	2007
	2008
	2009

	1
	Wajib Pajak
	13.200.000,-
	13.200.000,-
	15.840.000,-

	2
	Tambahan WP Kawin (K/0)
	1.200.000,-
	1.200.000,-
	1.320.000,-

	3
	Tunjangan WP Anak Satu (K/1) 
	1.200.000,-
	1.200.000,-
	1.320.000,-

	4
	Tunjangan WP Anak Dua (K/2)
	1.200.000,-
	1.200.000,-
	1.320.000,-

	5
	Tunjangan WP Anak Tiga (K/3)
	1.200.000,-
	1.200.000,-
	1.320.000,-


2.1.6.9 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap 
2.1.6.9.1 Tata Cara Pemotongan PPh  Pasal 21 Atas Pegawai Tetap
Pemotongan PPh Pasal 21 terutang :

Gaji



Rp. ------------ 

Tunjangan       


Rp. ------------+


Penghasilan Bruto




Rp. ------------- 

Pengurangan :


Biaya jabatan (5% x ------------)
Rp. ----------

Iuran THT/pensiun


Rp. ----------+









Rp. ------------(-)

Penghasilan Netto Sebulan



Rp. ------------

Penghasilan Netto Setahun


12 bulan X Rp. ------------ =

 

Rp. ------------
PTKP sebulan :


WP sendiri


Rp. -------------

Tambahan WP kawin

Rp. -------------

Tambahan Anak 2 

Rp. -------------






           
           Rp.--------------(-)


Penghasilan Kena Pajak Setahun   

          Rp. --------------

PPh Pasal 21 terutang  :


5% x -------------
    = Rp. --------------

PPh Pasal 21 Sebulan :


Rp. ----------- : 12 Bulan = Rp. --------------
2.1.6.9.2  Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap 

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2008 dilakukan dengan menggunakan sarana yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) dan dibayarkan melalui Bank Persepsi atau ke Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Bila tanggal jatuh tempo penyetoran bertetapan dengan hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2.1.6.9.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pegawai  Tetap 

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan sarana yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tiap bulan dan dengan SPT Tahunan setiap akhir tahun pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Bila tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya. 
2.2 Kerangka Pemikiran

Pemotongan Pembayaran merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh semua pegawai didalam perusahaan, dimana setiap bulannya pegawai mengalami pemotongan yang diambil dari gaji pegawai itu sendiri. Pengertian Pemotongan Pembayaran itu sendiri menurut Direktorat Jendaral Perpajakan adalah Pemungutan dana yang harus dibayar oleh semua wajib pajak tiap bulannya. Adapun pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama  melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunana nasional. Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana d maksud dalam  pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasila.Sedangkan, pemungutan adalah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
Dalam setiap penyetoran yang dilakukan oleh wajib pajak diharuskan adanya pelaporan pada Departemen Perpajakan, mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian Pelaporan itu sendiri menurut Direktorat Jendaral Perpajakan adalah pemberitahuan yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Setelah proses pelaporan dilaksanakan wajib pajak, tahap selanjutnya wajib pajak diharuskan melaksanakan pembayaran, dimana pembayaran itu sendiri dilakukan lewat bank-bank pemerintah maupun swasta. Adapun pelaksanaan pembayaran pajak menurut Direktorat Jendaral Perpajakan adalah metode yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar kewajiban terutangnya melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh Departemen Perpajakan, seperti bank-bank pemerintah dan swasta, kantor pos ataupun bisa melalui cara pembayaran secara elektronik.

Semua ketentuan diatas diatur dalam PPh Pasal 21, dimana pemotongan adalah pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (setiap gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia berkerja). Dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang definisi PPh Pasal 21, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PPh Pasal 21 merupakan kewajiban bagi para Wajib Pajak.     
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